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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota, Kecamatan Medan Petisah. Prinsip good governance, yang
mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum,
menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan PLN. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dan metode diterapkan untuk memastikan
keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PLN ULP Medan Kota telah menerapkan prinsip
good governance, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
mekanisme pengaduan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta lambatnya respons dalam menangani keluhan
pelanggan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, PLN perlu meningkatkan sosialisasi layanan, memperkuat sistem
digitalisasi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan perbaikan berkelanjutan, diharapkan
kualitas pelayanan PLN semakin meningkat, sehingga dapat memberikan layanan listrik yang lebih transparan,
akuntabel, dan efisien bagi masyarakat.

Kata kunci: Pelayanan Publik; Tagihan Listrik Pascabayar; PT PLN; Kualitas Pelayanan; Kepuasan Pelanggan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principles of good governance in improving the quality of public
services at PT PLN (Persero) ULP Medan Kota, Medan Petisah District. The principles of good governance, which
include transparency, accountability, community participation, effectiveness, efficiency, and law enforcement, are
important factors in increasing customer satisfaction with PLN's services. The research method used is qualitative
with a descriptive approach, where data is collected through in-depth interviews, observations, and documentation.
Source triangulation techniques and methods are applied to ensure the validity of the data. The results of the study
show that even though PLN ULP Medan Kota has implemented the principles of good governance, there are still
several obstacles, such as lack of public understanding of the complaint mechanism, limited technological
infrastructure, and slow response in handling customer complaints. To overcome these obstacles, PLN needs to
increase service socialization, strengthen the digitalization system, and increase the capacity of human resources.
With continuous improvement, it is hoped that the quality of PLN's services will increase, so that it can provide more
transparent, accountable, and efficient electricity services for the community.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel. Kualitas pelayanan mencerminkan komitmen negara terhadap
kesejahteraan rakyat (Abduloh et al., 2020; Mariana Br Simamora et al., 2022; Suharyanto et al.,
2019). Dalam kerangka good governance, pelayanan publik harus responsif, partisipatif, dan adil
guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan

Sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, PT PLN
(Persero) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi listrik yang andal serta
pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat (Nasution, 2020; Sianturi & Fadilah, 2022). PLN
Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Kota Kecamatan Medan Petisah berperan langsung dalam
memberikan layanan listrik kepada pelanggan di wilayah tersebut. Namun, dalam praktiknya,
berbagai permasalahan masih sering muncul, seperti seringnya pemadaman listrik,
keterlambatan penanganan pengaduan pelanggan, serta kurangnya transparansi dalam
informasi terkait layanan PLN (Sinaga, 2020). Permasalahan ini mengindikasikan adanya
tantangan dalam implementasi prinsip good governance di PLN ULP Medan Kota, yang
berpotensi mempengaruhi kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan publik (Nugroho & Sari,
2020; Susanto, 2019).

Salah satu kendala utama dalam pelayanan PLN ULP Medan Kota adalah pemadaman listrik
yang tidak terjadwal dan kurangnya transparansi informasi terkait pemadaman tersebut.
Hidayat dan Rahmawati (2021) menyoroti bahwa salah satu faktor utama ketidakpuasan
pelanggan PLN di berbagai daerah adalah kurangnya pemberitahuan resmi sebelum pemadaman
listrik terjadi. Meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah
mengatur hak pelanggan untuk mendapatkan listrik secara berkelanjutan, masih banyak
pelanggan yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik mendadak yang berdampak pada
aktivitas ekonomi dan sosial mereka (Prasetyo & Widodo, 2020). Banyak pelanggan yang
mengeluhkan lambatnya respons customer service, baik melalui call center PLN maupun aplikasi
PLN Mobile, yang menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan dan responsivitas PLN ULP Medan
Kota masih belum mencapai standar yang diharapkan dalam prinsip good governance, terutama
dalam aspek akuntabilitas dan transparansi (Susanto, 2019; Yusuf & Lestari, 2021).

Selain aspek transparansi dan responsivitas, efektivitas pengelolaan infrastruktur listrik
juga menjadi perhatian utama dalam pelayanan PLN ULP Medan Kota. Sebagian besar sistem
distribusi listrik di daerah ini masih menggunakan peralatan yang sudah berumur, sehingga
meningkatkan risiko gangguan listrik yang lebih sering terjadi (Br.Ginting, 2023; Muhaimin &
Raharjo, 2019; Pt et al, 2022). Minimnya investasi dalam modernisasi infrastruktur serta
keterbatasan tenaga teknis yang tersedia juga menjadi faktor yang memperlambat perbaikan
jaringan listrik ketika terjadi gangguan. Akibatnya, masyarakat kerap mengalami keterlambatan
dalam pemulihan pasokan listrik, yang berdampak langsung pada produktivitas usaha dan sektor
industri (Putri et al., 2022).

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penerapan prinsip good governance di PLN ULP
Medan Kota menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Prinsip good
governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta
partisipasi masyarakat harus diterapkan secara optimal agar pelayanan PLN dapat lebih
profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan (Denhardt & Denhardt, 2016; Osborne &
Plastrik, 1997). Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik serta penerapan sistem
digitalisasi yang lebih efektif, diharapkan PLN ULP Medan Kota dapat meningkatkan transparansi
informasi terkait pemadaman listrik dan mempercepat respons terhadap keluhan pelanggan
(Alford, 2009).
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Penelitian terkait pelayanan publik dalam sektor ketenagalistrikan telah banyak dilakukan,
namun sebagian besar studi lebih menyoroti aspek teknis, seperti manajemen distribusi listrik,
investasi infrastruktur, dan kebijakan tarif listrik (Hutabarat et al.,, 2022; Priska et al., 2020).
Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas efektivitas layanan pelanggan PLN secara
umum, tetapi masih sedikit yang menghubungkan layanan pelanggan dengan penerapan prinsip
good governance dalam konteks spesifik seperti PLN ULP Medan Kota (Hidayat & Rahmawati,
2021; Nugroho & Sari, 2020).

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyoroti bagaimana prinsip good
governance diterapkan dalam pelayanan PLN ULP Medan Kota, khususnya dalam aspek
transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan keluhan pelanggan, dan efektivitas
penanganan gangguan listrik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan kualitas layanan PLN ULP Medan Kota
melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Putri et al, 2022;
Susanto, 2019).

Berdasarkan urgensi permasalahan yang dihadapi, penelitian ini akan berfokus pada
implementasi good governance sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan
PLN ULP Medan Kota. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi
konkret bagi PLN dalam meningkatkan efisiensi operasional, transparansi kebijakan, serta
kepuasan pelanggan dalam mengakses layanan listrik yang lebih andal dan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk
memahami fenomena pelayanan publik di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota secara lebih
mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian
berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan
data yang relevan. Lokasi penelitian dipilih di PLN ULP Medan Kota, yang berlokasi di Jalan
Listrik No. 8 Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, karena adanya permasalahan
terkait pelayanan tagihan listrik pascabayar dan gangguan distribusi listrik yang berdampak
langsung pada kepuasan pelanggan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara
purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan peran mereka dalam pelayanan
publik di PLN serta pengalaman mereka dalam menangani atau mengalami masalah terkait
pelayanan PLN. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai PLN yang bertanggung jawab
dalam layanan pelanggan, teknisi listrik yang menangani pemadaman, serta pelanggan yang
mengalami langsung permasalahan pelayanan PLN. Informan kunci dalam penelitian ini adalah
manajer atau kepala bagian layanan pelanggan PLN, sementara informan utama adalah pegawai
dan teknisi PLN, dan informan tambahan adalah pelanggan atau masyarakat yang telah
menggunakan layanan PLN.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Wawancara dengan informan kunci dan utama dilakukan untuk
memahami kebijakan pelayanan publik di PLN ULP Medan Kota, termasuk penanganan gangguan
listrik dan pengaduan pelanggan. Observasi digunakan untuk melihat langsung interaksi petugas
dengan pelanggan serta efektivitas sistem pengaduan, sementara dokumentasi berupa rekaman
wawancara, foto fasilitas, dan laporan kebijakan digunakan sebagai data sekunder. Keabsahan
data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari
berbagai informan serta mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data menyaring informasi yang relevan, sedangkan
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penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola temuan
terkait kendala pelayanan PLN dan penerapan good governance. Tahap akhir adalah penarikan
kesimpulan, yang menghubungkan temuan empiris dengan teori good governance. Pendekatan
ini diharapkan memberikan gambaran implementasi good governance di PLN ULP Medan Kota
serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Prinsip Good Governance di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota

PT PLN (Persero) ULP Medan Kota merupakan unit layanan pelanggan yang bertanggung
jawab atas penyediaan dan pengelolaan listrik di Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera
Utara. Sebagai bagian dari perusahaan milik negara, PLN memiliki mandat untuk menyediakan
pelayanan publik yang berkualitas serta menjamin keterjangkauan dan keandalan listrik bagi
masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan, PLN mengadopsi prinsip good governance,
yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta kepatuhan
terhadap regulasi (Kaufmann et al, 1999). Implementasi prinsip ini diharapkan dapat
memperbaiki berbagai permasalahan dalam pelayanan listrik, seperti pemadaman bergilir,
keterlambatan respons terhadap pengaduan pelanggan, serta kurangnya sosialisasi mengenai
hak dan kewajiban pelanggan.

Penerapan good governance di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota dapat dianalisis
berdasarkan beberapa indikator utama menurut teori pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan yang baik. Menurut Osborne dan Gaebler (1992), pelayanan publik yang efektif
harus berbasis pada prinsip good governance, dengan memastikan bahwa birokrasi mampu
beradaptasi dengan tuntutan pelanggan dan kondisi yang terus berubah.

1. Transparansi

PLN ULP Medan Kota telah menerapkan keterbukaan informasi dengan menyediakan
berbagai saluran komunikasi, seperti website resmi, aplikasi PLN Mobile, dan media sosial.
Melalui platform ini, pelanggan dapat mengakses informasi mengenai prosedur layanan, tarif
listrik, serta mekanisme pengaduan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian
besar pelanggan masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme pengaduan dan
penyelesaian masalah listrik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi informasi
sudah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar dapat diakses dan
dipahami oleh seluruh pelanggan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi aktif menyebabkan banyak pelanggan tidak mengetahui
hak dan kewajibannya dalam layanan PLN. Studi sebelumnya oleh Nugroho & Sari (2020) juga
menemukan bahwa meskipun PLN telah berupaya meningkatkan transparansi layanan melalui
berbagai kanal komunikasi, minimnya edukasi langsung dan interaktif membuat pelanggan tetap
mengalami kebingungan dalam mengakses informasi yang relevan. Oleh karena itu, PLN perlu
memperkuat pendekatan proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti
dengan penyuluhan langsung, kampanye edukasi, serta pelatihan digital bagi pelanggan agar
mereka lebih memahami prosedur layanan dan mekanisme pengaduan yang tersedia.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelayanan PLN ULP Medan Kota tercermin melalui pengawasan
internal dan evaluasi berkala terhadap kinerja pegawai. PLN telah menerapkan sistem audit
internal untuk memastikan bahwa layanan kelistrikan berjalan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Mekanisme ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pegawai,
meningkatkan efisiensi layanan, serta memastikan bahwa setiap pelanggan menerima haknya
dalam mendapatkan pelayanan listrik yang optimal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan
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bahwa meskipun sistem akuntabilitas telah diterapkan, masih terdapat beberapa kendala dalam
implementasinya. Keluhan pelanggan terkait keterlambatan dalam menangani gangguan listrik
serta kurangnya respons dalam sistem pengaduan masih sering ditemukan. Beberapa pelanggan
melaporkan bahwa pengaduan yang diajukan melalui call center atau aplikasi PLN Mobile tidak
selalu mendapat tanggapan yang cepat dan memadai, yang pada akhirnya mengurangi
kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan PLN.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Rahmawati (2021), yang menunjukkan
bahwa akuntabilitas dalam layanan PLN masih menghadapi tantangan, terutama dalam
penegakan disiplin pegawai dan efektivitas sistem pengaduan pelanggan. Oleh karena itu, PLN
ULP Medan Kota perlu meningkatkan transparansi dalam mekanisme pengaduan, mempercepat
waktu respons terhadap keluhan pelanggan, serta memperketat pengawasan terhadap
kepatuhan pegawai dalam menjalankan SOP guna memastikan bahwa prinsip akuntabilitas
benar-benar terimplementasi dengan baik.

3. Partisipasi Masyarakat

PLN ULP Medan Kota telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi
layanan dengan mengadakan survei kepuasan pelanggan dan forum diskusi. Inisiatif ini
bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai pengalaman mereka dalam
menggunakan layanan PLN serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan
keluhan dan saran perbaikan. Dengan adanya mekanisme partisipasi ini, diharapkan pelanggan
dapat lebih aktif dalam berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan PLN. Namun, hasil
penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, karena banyak
pelanggan yang tidak mengetahui atau tidak memahami bagaimana cara mereka dapat terlibat
dalam evaluasi layanan. Kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pelanggan dalam
mengakses layanan PLN menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi ini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Santoso et al. (2019), yang mengungkapkan bahwa di
beberapa daerah, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan PLN masih terbatas,
sehingga berdampak pada efektivitas kebijakan perbaikan layanan. Jika pelanggan tidak memiliki
akses informasi yang cukup atau tidak merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,
maka perbaikan layanan akan lebih sulit dilakukan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, PLN
ULP Medan Kota perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak pelanggan untuk memberikan
umpan balik, mempermudah akses partisipasi, serta mengembangkan platform digital interaktif
yang memungkinkan pelanggan untuk berkontribusi secara lebih aktif dalam evaluasi dan
perbaikan layanan.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Dalam upaya meningkatkan efektivitas layanan, PLN ULP Medan Kota telah mengadopsi
teknologi digital, seperti aplikasi PLN Mobile, yang memungkinkan pelanggan mengakses
layanan secara lebih mudah dan cepat. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat membayar tagihan,
mengajukan permohonan layanan listrik, serta menyampaikan pengaduan tanpa harus datang
langsung ke kantor PLN. Digitalisasi ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu,
mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kecepatan respons terhadap keluhan
pelanggan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah
diterapkan, masih terdapat kendala teknis dalam pengoperasiannya. Beberapa pelanggan
mengalami gangguan sistem pada aplikasi, kesulitan mengakses informasi, serta kurangnya
pemahaman dalam menggunakan layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
layanan digital PLN masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penguatan infrastruktur
teknologi serta pendampingan kepada pelanggan yang belum terbiasa dengan sistem digital.
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Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo & Widodo (2020), yang menyatakan bahwa
penggunaan teknologi digital dalam sektor layanan publik dapat meningkatkan efisiensi
operasional, tetapi tetap membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat dan edukasi
masyarakat agar layanan dapat diakses secara optimal. Selain itu, efektivitas layanan digital juga
dipengaruhi oleh kecepatan respons dari pihak PLN dalam menangani kendala teknis yang
dialami pelanggan. Oleh karena itu, PLN ULP Medan Kota perlu meningkatkan kualitas
infrastruktur digital, mempercepat penanganan masalah teknis, serta melakukan edukasi digital
kepada pelanggan agar penggunaan layanan berbasis teknologi dapat berjalan lebih efektif dan
efisien. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, digitalisasi layanan PLN diharapkan dapat
mempermudah akses pelanggan terhadap layanan listrik serta meningkatkan kepuasan
masyarakat dalam menggunakan layanan PLN.

5. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Sebagai penyedia layanan listrik utama di Indonesia, PLN ULP Medan Kota berkomitmen
untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip penegakan hukum (rule of law),
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Regulasi ini menegaskan bahwa pelanggan memiliki hak atas layanan listrik yang berkualitas,
kontinuitas pasokan yang andal, serta mekanisme kompensasi jika terjadi gangguan atau
pemadaman yang disebabkan oleh kesalahan dari penyedia layanan. Dalam pelaksanaannya, PLN
telah menetapkan prosedur standar terkait penanganan keluhan pelanggan, transparansi tarif,
serta kompensasi dalam kasus pemadaman listrik. Namun, hasil penelitian ini menemukan
bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan kompensasi, di mana
pelanggan sering kali tidak memahami prosedur klaim atau tidak mendapatkan informasi yang
memadai mengenai hak mereka dalam menerima kompensasi akibat pemadaman listrik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf & Lestari (2021), yang menemukan bahwa
ketidakpastian dalam regulasi mengenai kompensasi pemadaman masih menjadi permasalahan
yang sering muncul dalam pelayanan PLN. Banyak pelanggan yang mengeluhkan bahwa tidak
ada pemberitahuan yang jelas mengenai mekanisme kompensasi, baik dalam bentuk
pengurangan tarif listrik maupun pengembalian biaya layanan tertentu. Selain itu, masih
ditemukan perbedaan dalam penerapan kompensasi antar daerah, yang menimbulkan kesan
bahwa mekanisme ini belum berjalan secara konsisten dan merata. Oleh karena itu, PLN ULP
Medan Kota perlu memperjelas dan menyosialisasikan kebijakan kompensasi kepada pelanggan,
baik melalui website resmi, aplikasi PLN Mobile, maupun komunikasi langsung di kantor layanan
pelanggan. Dengan transparansi yang lebih baik dalam penerapan hukum, pelanggan dapat
merasa lebih dilindungi dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap layanan PLN.

Evaluasi Kritis terhadap Implementasi Good Governance

Meskipun prinsip good governance telah diterapkan dalam pelayanan PLN, hasil penelitian
menunjukkan bahwa efektivitasnya masih belum optimal akibat berbagai kendala teknis dan
administratif. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
sistem pengaduan dan mekanisme penyelesaian masalah (Akramila, 2022; Santoso et al., 2020).
Masih banyak pelanggan yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam layanan PLN,
terutama terkait prosedur pengaduan dan kompensasi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa
transparansi informasi yang telah diterapkan PLN belum sepenuhnya menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. Selain itu, kendala teknis dalam penerapan layanan berbasis teknologi juga
menjadi tantangan signifikan. Meskipun PLN telah menyediakan aplikasi digital untuk
memudahkan akses layanan, masih terdapat keluhan mengenai aksesibilitas dan efisiensi sistem
digital, yang menghambat proses layanan pelanggan. Gangguan teknis dan kurangnya edukasi
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tentang penggunaan teknologi ini menyebabkan sebagian masyarakat tetap memilih cara
konvensional dalam mengajukan keluhan atau mendapatkan layanan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan
kualitas pelayanan. Jumlah pelanggan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan
jumlah pegawai yang bertanggung jawab dalam menangani pelayanan dan pengaduan pelanggan.
Akibatnya, banyak pengaduan pelanggan yang tidak ditangani secara cepat, sehingga berdampak
pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PLN. Jika dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masalah transparansi, akuntabilitas, dan
efektivitas layanan masih menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di sektor
ketenagalistrikan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa inovasi berbasis teknologi telah
membantu meningkatkan sebagian aspek pelayanan, meskipun masih perlu penyempurnaan
lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pelanggan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip good
governance di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota telah memberikan dampak positif terhadap
kualitas pelayanan publik, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam efektivitas
implementasinya. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis perlu dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan. Pertama, meningkatkan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai mekanisme pelayanan dan pengaduan pelanggan melalui media
yang lebih luas, seperti iklan layanan masyarakat, media sosial, dan penyuluhan langsung di
komunitas pelanggan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami prosedur pelayanan
dan dapat memanfaatkan layanan yang telah disediakan dengan lebih optimal.

Kedua, mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih andal, termasuk perbaikan
dalam sistem digitalisasi pelayanan agar lebih user-friendly dan dapat diakses dengan lebih
mudah oleh semua lapisan masyarakat. PLN perlu memastikan bahwa aplikasi layanan
pelanggan bebas dari kendala teknis dan menyediakan fitur yang lebih responsif terhadap
kebutuhan pengguna. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dengan menambah
jumlah tenaga pelayanan pelanggan serta memberikan pelatihan intensif terkait layanan
berbasis teknologi. Dengan tenaga kerja yang lebih kompeten dan jumlah yang memadai, PLN
dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani keluhan pelanggan serta mengoptimalkan
kecepatan layanan.

Keempat, mempercepat respons terhadap keluhan pelanggan dengan meningkatkan sistem
monitoring pengaduan dan memperbaiki mekanisme evaluasi internal terhadap kecepatan
respons layanan PLN. Dengan adanya sistem pengaduan yang lebih terorganisir dan terpantau
secara ketat, diharapkan keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat.
Dengan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi prinsip good governance, diharapkan
kualitas pelayanan publik di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota dapat semakin meningkat.
Peningkatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap layanan PLN sebagai penyedia listrik yang profesional dan
bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip good
governance di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota telah memberikan dampak positif terhadap
kualitas pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam efektivitas
implementasinya. Transparansi informasi telah diterapkan melalui website resmi, aplikasi PLN
Mobile, dan media sosial, tetapi masih banyak pelanggan yang kesulitan memahami mekanisme
pengaduan dan penyelesaian masalah listrik. Akuntabilitas layanan juga telah ditingkatkan
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dengan adanya audit internal dan evaluasi kinerja pegawai, tetapi keluhan pelanggan mengenai
keterlambatan penanganan gangguan listrik menunjukkan bahwa respons PLN masih perlu
diperbaiki. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan masih tergolong rendah, terutama
karena kurangnya sosialisasi dan mekanisme yang belum sepenuhnya efektif dalam melibatkan
pelanggan dalam proses perbaikan layanan. Efektivitas dan efisiensi pelayanan telah didukung
oleh digitalisasi melalui aplikasi PLN Mobile, tetapi masih terdapat kendala teknis dalam
pengoperasian sistem digital yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, penegakan
hukum terkait hak pelanggan dalam menerima kompensasi akibat pemadaman listrik masih
belum dijalankan secara optimal, karena kurangnya sosialisasi mengenai prosedur klaim dan
ketidakkonsistenan dalam implementasi regulasi di berbagai daerah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, PLN ULP Medan Kota perlu meningkatkan sosialisasi
terkait mekanisme pelayanan dan pengaduan pelanggan, baik melalui edukasi langsung, iklan
layanan masyarakat, maupun platform digital yang lebih interaktif. Pengembangan infrastruktur
teknologi yang lebih andal sangat diperlukan agar layanan digital dapat diakses secara lebih luas
dan lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui pelatihan dan penambahan tenaga kerja juga menjadi langkah strategis untuk
meningkatkan kecepatan respons terhadap keluhan pelanggan. Selain itu, monitoring dan
evaluasi terhadap sistem pengaduan pelanggan perlu diperkuat agar keluhan dapat ditangani
dengan lebih cepat dan transparan. Dengan perbaikan yang berkelanjutan dalam implementasi
prinsip good governance, diharapkan PLN ULP Medan Kota dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan sistem layanan
listrik yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
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